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Dengan Pengecualian

PONTIANAK - Badan Pemerik-
saan Keuangan (BPK) RI Perwakilan
Kalimantan Barat memberikan penila-

ian opini Wajar Dengan Pengecualian
(WDP) atas Laporan Keuangan Pemerin-

Pemprov Gagal Raih WTP |

Sambungan dari halaman 1

Wajar Tanpa Pengecualian |

(WTP). Rekor panjang opini
WTP akhirnya patah.

" Penurunan peririgkat opini
tersebut terjadi karena BPK
menilai Laporan Keuangan
Pemprov Kalbar tidak sesuai

Standar Akuntansi Pemer-

intahan. Hal itu diketahui
berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK RI
atas LKPP Kalbar Tahun 2018
yang disampaikan dalam
sidang paripurna istimewa,
Senin (17/5) diGedung DPRD
Kalbar.

Sebagaimana diketahui,
opini BPK terdiri dari be-
berapa peringkat yaitu Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP),

‘tah Provinsi (LKPP) Kalimantan Barat tahun
anggaran 2018. Padahal, dalam enam tahun
sebelumnya pemprov selalu meraih opini

€ Ke Halaman 7 kolom 1

Wajar Dengan Pengecual-

ian (WDP), Tidak Wajar (Ad- .

versed), dan Tidak Menya-
takan Pendapat (Disclaimer).
Dengan demikian opini yang
diraih pemprov menurun
satu tingkat dari tahun sebe-
lumnya. ¥
Joko Agus Setyono, Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Kal-
bar, kepada wartawan menye-
butkanbahwa sesuai Undang-
Undang Nomor 15 Tahun
2004 dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006, BPKRI
telah melakukan pemeriksaan
atas LKPP Kalbar 2018.
Pemeriksaan ditujukan
memberikan opini atas Ke-
wajaran LKPP Kalbar Tahun
2018, dengan memperhatikan
kesesuaian Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), kecu-
kupan pengungkapan, ke-
patuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan
efektivitas sistem pengenda-
lian intern.

LHF atas LKPP Kalbar Ta-
hun 2018 yang diserahkan
BPK kepada DPRD dan gu-
bernur terdiri dari tigalaporan
yaitu LHP atas LKPD (Lapo-
ran Keuangan Pemerintah
Daerah) Tahun 2018, LHP
atas Sistem Pengendalian
Intern (SPI), danLHP atas Ke-
patuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.

LKPD Provinsi Kalbar Ta-

hun2018disusunberdasarkan

Standar Akuntansi Pemerin-
tah berbasis akrual. Jumlah
laporan keuangan terdiri dari

" Realisasi A

tujuh laporan, yaitu Laporan
Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Lap-
oran Operasional, Laporan
Arus Kas dan Laporan Pe-
rubahan Ekuitas serta Catatan
atas Laporan Keuangan.
- Berdasarkan pemeriksaan
BPK diketahui bahwa angga-
ran belanjadalam LKPP tahun
2018 disajikan sebesar Rp4,69
triliun. Realisasinya sebesar
Rp4,38 triliun, dan angga-
ran Belanja Transfer sebesar
Rp739,014 miliar danrealisasi
sebesar Rp961,408 miliar.
Namun, dalam pelaksa-
naannya diketahui terda-
pat pergeseran yang men-
gakibatkan realisasi belanja

‘melampaui anggaran belanja
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yan’g‘ dnétaﬁkhﬁ dalam Perda
Nomor 10 Tahun 2017 tentang -
APBD Tahun Anggaran 2018.

Realisasi belanja melam-

paui anggaran tersebut bersi-
fat material dan mempengar-
uhi penyajian laporan keuan-
gan berupa Belanja Pegawai
Rp296,63 miliar, dan Belanja
Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota Rp262,85
miliar.

“Pergeseran anggaran tidak

ditetapkan dalam Perda Pe-
rubahan APBD Tahun Angga-
ran 2018, danrealisasi belanja
yang melampaui anggaran,
tidak sesuai Standar Akuntansi
Pemerintahan,” ujarnya.

Dari dasar tersebut, BPK
RI memberikan opini WDP
atas LKPP Kalbar tahun 2018.
Menurut BPK, untuk tahun
anggaran 2018, komitmen
pemprov beserta jajaran Or-
ganisasi Perangkat Daerah
(OPD) terhadap kualitaslapo-
ran keuangan masih perlu
ditingkatkan.

“Dalam melakukan pe-
rubahan penjabaran APBD,
perlu memedomani keten-
tuan berlaku, lebih optimal
dalam berkoordinasi dengan
DPRD Provinsi Kalimantan
Barat dalam rangka pemba-
hasan rancangan peraturan
daerah tentang perubahan
APBD),’ ujarnya.

BPK berharap, DPRD se-
suai kewenangannya dapat
membantu tindaklanjutyang
dilaksanakan Pemprov Kal-
bar supaya kualitas laporan
keuangan dapat terus diting-
katkan dan agar masalah yang
sama tidak terulang kembali.

BPK sendiri mengapresiasi
usaha-usaha perbaikan yang
telah, dan akan dilakukan
Pemprov Kalbar atas Pen-
gelolaan Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2018, yang
sebagian besar sesuai action
plan yang dibuat gubernur.

Namun, upaya tersebut masih
perlu ditingkatkan agar terjadi
- perbaikan dalam penyajian

_ laporan keuangan tahun 2019

sehingga opini yang diraih da-

pat kembali menjadi WTP.

~ “BPK RI akan tetap men-
dorong Pemprov Kalbar un-
tuk melakukan upaya per-
baikan berkelanjutan secara
sistematis dan konsisten,”
ujarnya. Terpisah, Wakil Ketua
DPRD Kalbar, Suriansyah
menyampaikan bahwa pem-
provcuma meraih opini WDP
karena pada tahun 2018 tidak
ada kesepakatan antara pem-

- prov dan DPRD Kalbar. Salah

satunya APBD Perubahan
2018 tidak terjadi ketuk palu
bersama.

Akibatnyabeberapa penge-
luaran sudah telanjur dikeluar-
kan Pemprov Kalbar tetapi be-
lum diakomodir dalam APBD
Perubahan. "Karena memang
tak ada APBD Perubahan,
tetapi yang terjadi Pemprov
membuat pergeseran angga-
ran tanpa persetujuan dewan.
Jelas standar akutansinya jelek
sekali. Itu membuat opini
yang sebelumnya WTP enam
kali berturut-turut menjadi

"WDP/ jelas Suriansyah.

Selanjutnya terhadap per-
tangguhgjawaban APBD 2018,

'DPRD Kalbar berjanji akan

membentuk Panitia Khusus
(Pansus). Tujuannya urttuk
melihat pengeluaran apa saja

yang tidak terakomodir dan

wajib dikoreksi. “Dalam LHP
BPKRI ada temuan dan harus
ditindaklanjuti setelah 60 hari.
Kami bertugas melakukan
monitoring,” ujarnya.

PDIP Usulkan Pansus

Menyikapi opini WDPyang
diterima pemprov, Fraksi PDIP
di DPRD Kalbar bakal meng-
gagas pembentukan Panitia
Khusus (Pansus) guna pe-
nyelidikan lebih lanjut. Halitu

disampaikan Sekretaris Fraksi
PDIP, Martinus Sudarno saat
mengelarjumpa pers diruang
Fraksi PDIP, kemarin.

Pihaknya menyesalkan
adanya penurunan prestasi
pemprov terkait hasil pemer-
iksaan BPK RI yang mana
dari enam kali memperoleh
opini WTP kemudian turun
menjadi WDP.

“Jelas Fraksi PDIP kecewa
dengan prestasi Pemprov
Kalbar. Kenapa ketika ganti
pemerintahan justru LHP
Keuangan APBD tahun 2018
menyalahistandar akuntansi,’
ujarnya.

Menurut Martinus, ada be-
berapafaktoryang menyebab-
kan terjadinya penurunan
tersebut. Pertama, ketidak
patuhan Pemprov Kalbas
terkait pelaksanaan APRI).
Pemprov berani memindah-
kan anggaran tanpa persetu-
juan DPRD Kalb~ “Tahun
2018 tidak ada APBD Peruba-
han. Semua ‘ahu, itu terjadi
karena i1but antara Pemprov
dan DPRD),” ujarnya.

APBDP 2018 yang tanpa
perubahan tersebut, ternya-
ta disiasati Pemprov Kalbar
dengan melakukan peruba-
han sendiri tanpa persetujuan
DPRD. “Kami minta saudara
Gubemur Kalbar bertanggung
jawab dan ini harus ditindak-
lanjuti sampai tuntas,” pinta
Martinus.

Akibat tak sesuai mekan-
isme tersebut, DPRD Kalbar
selanjutnya akan melakukan
penyelidikan. Martinus me-
minta pelaksanaan APBD
berikutnya supaya lebih
baik sehingga dapat kem-
bali memperoleh opini WTP.
‘Intinya jangan ubah APBD
tanpa persetujuan dewan.
Sebab yang tercantum sudah
menjadi perda. Itu namanya
penyimpangan atau ketidak-
patuhan,” ujarnya. (den)
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